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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan akses dan kesempatan
belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan insan
Indonesia yang cerdas dan kompetitif bagi lulusan
sekolah menengah atas atau sederajat yang memiliki
potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan
ekonomi dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 74
dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
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3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN BIDIKMISI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi, yang selanjutnya disebut Bidikmisi
adalah bantuan biaya pendidikan bagi lulusan sekolah menengah atas
atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki
keterbatasan ekonomi untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan
Pendidikan Tinggi.

2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Bidikmisi bertujuan:

a. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi
peserta didik yang memiliki berpotensi akademik baik tetapi memiliki
keterbatasan ekonomi;

b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon mahasiswa,
khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi;

c. menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat
waktu;


